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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa
atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun () (1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
LKjIP) ini merupakan , entuk komitmen nyata Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan Sistem
- kunta, ilitas Kinerja Instansi Pemerintah S- KIP) se, agaimana diamanatkan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor . Tahun ())/ tentang Pelaporan
Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam
Peraturan Presiden Nomor (O Tahun () 11 tentang Sistem - kunta, ilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan - paratur Negara Dan 2e3rmasi Birokrasi Nomor 45 Tahun
() 11 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata
b6ara 2eviu -tas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta pelaksanaan
kinerja program dan kegiatan , erpedoman pada 2encana Strategis Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun () 1. -() ( 5.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  LKjIP) adalah wujud
pertanggungjawa, an Peja, at Pu, lik kepada masyarakat tentang kinerja
lem, aga pemerintah selama satu tahun anggaran. Laporan Kinerja menjadi
tolok ukur pencapaian visi, misi dan strategi yang telah ditetapkan, yang
menggam, arkan tingkat ke, erhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai
dengan program dan ke, ijakan. Laporan Kinerja ini juga merupakan , entuk
transparansi dan akunta, ilitas kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah selama tahun () ( 1. Kinerja Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Tengah telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan
dija, arkan dalam , entuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP) Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP) adalah
untuk menggam, arkan penerapan 2encana Strategis 2enstra) dalam
pelaksanaan tugas pokok dan 3dingsi organisasi di masing-masing perangkat
daerah, serta ke, erhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam
meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang
akan datang. Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP)
juga dapat mem, erikan gam, aran penerapan prinsip-prinsip good governance,
yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akunta, ilitas di lingkungan
instansi pemerintah.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP) ini diharapkan
menjadi parameter untuk meningkatkan kinerja sekaligus merespon
, er, agai tantangan di masa mendatang. Kemudian yang terpenting, dapat
digunakan untuk menilai capaian kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah agar masyarakat dapat mem, erikan masukan demi
kemajuan dan kesuksesan serta  peningkatan  kinerja Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk di masa mendatang.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Seiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah,
pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan mendasar terhadap
sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama pola manajemennya.
Salah satu perubahan yang dimaksud adalah penerapan paradigma
Pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu pemerintahan yang
bersih dan mampu menyediakan public goods and service yang
merupakan syarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi
masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia.
Tuntutan publik menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan
paradigma kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang
memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah,
swasta dan masyarakat, dengan prinsip yang mendasarinya yaitu adanya
transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Agar “good governance”
dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan
komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan
masyarakat. Good Governance yang efektif menuntut adanya koordinasi
yang baik, integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi.

enjadi sebuah tantangan bagi Biro " ukum Sekretariat Daerah
Provinsi %awa Tengah untuk ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan
permasalahan-permalasahan di bidang hukum yang selalu mengalami
perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu. Semua itu juga
tidak terlepas dari tanggung jawab dalam mendukung program visi dan
misi Gubernur Yawa Tengah.

Secara umum terdapat permasalahan yang perlu ditangani
diantaranya belum optimalnya input rekomendasi dalam rangka
penyusunan kebijakan daerah dan belum optimalnya fungsi pembinaan
dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten(
Kota.
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B. Dasar Hukum.

) . Undang-Undang Nomor , - Tahun , . ) / tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor O Tahun ,.)1 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor ,- Tahun ,.)/ tentang Pemerintahan
Daerah?2

, . Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun ,..4 tentang Pelaporan
Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah?2

-. Peraturan Presiden Nomor ,0 Tahun ,.)/ tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?2

/. Peraturan Daerah Provinsi Y%awa Tengah Nomor O Tahun , . ) 4 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Yawa Tengah.

1. Peraturan Daerah Provinsi %awa Tengah Nomor 1 Tahun , .) O tentang
Sencana Pembangunan %angka  enengah Daerah Provinsi %awa
Tengah Tahun,.) 3-, ., -.

4. Peraturan  enteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Seformasi Birokrasi Nomor 1- Tahun ,.) / tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata 6ara Seviu Atas
7aporan Kinerja Instansi Pemerintah &KjIP2

:. Peraturan Gubernur %awa Tengah Nomor :. Tahun ,.)3 tentang
; rganisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Y%awa Tengah.

C. Maksud dan Tujuan.

aksud disusunnya 7aporan Kinerja Instansi Pemerintah &KjIP9
ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Biro " ukum SETDA Provinsi Yawa Tengah selama kurun waktu )
&atu9 tahun dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi.
Penyusunan 7aporan Kinerja Instansi Pemerintah &KjIP9 juga sebagai
alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja Biro " ukum SETDA
Provinsi Yawa Tengah.

Tujuan penyusunan 7aporan Kinerja Instansi Pemerintah &KjIP9
sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi
perbaikan kinerja Biro " ukum SETDA Provinsi %awa Tengah. Identifikasi
keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam 7aporan
Kinerja Instansi Pemerintah &KjIP9 menjadi sumber untuk perbaikan,
perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.
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Dengan pendekatan ini, 7aporan Kinerja Instansi Pemerintah

&KjIP9sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari
perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan
melalui perbaikan pelayanan publik. Disamping itu juga diharapkan
penerapan SAKIP ini dapat optimal, sehingga dapat dijadikan salah satu
instrumen utama dalam pelaksanaan pembaharuan untuk mempercepat
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan,
akuntabel dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan.

D. Gambaran Umum Organ sas .

s

Berdasarkan Peraturan
Daerah Provinsi %awa Tengah
Nomor O Tahun ,.)4 tentang

Pembentukan Dan  Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Yawa
Tengah dan Peraturan Gubernur
%awa Tengah Nomor :. Tahun
,.)3 tentang ; rganisasi Dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah

pokok Biro

Provinsi %awa Tengah. Tugas
"ukum adalah melaksanakan pengoordinasian penyusunan

dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat bidang hukum, pelayanan administratif dan
pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan
hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah
dan dokumentasi serta informasi hukum.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Biro " ukum

menyelenggarakan fungsi :

).

Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di
bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi
manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta dokumentasi
dan informasi hukum?2

Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan
pengawasan produk hukum daerah, serta dokumentasi dan
informasi hukum?2
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-. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang
perundangundangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan
pengawasan produk hukum daerah, serta dokumentasi dan
informasi hukum?2

/. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat bidang hukum?2

1. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya
ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi
manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta dokumentasi
dan informasi hukum2dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan
dan Kesejahteraan 5Sakyat.

Biro '
tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia sebagai
berikut :

"ukum SETDA Provinsi %awa Tengah dalam melaksanakan

1. "usunan kepegawa an %

n

Susunan Kepegawaian Biro
yaitu:

ukum SETDA Provinsi %awa Tengah

a. Berdasarkan %abatan :

Tabel 1.1.
" usunan Kepegawa an Berdasarkan Jabatan

1 5 - 5 / o 1

Kepala Biro ) - - - - )

Bagian Perundang-
undangan

Bagian Bantuan

" ukum Dan " ak Asasi - ) - , 3 )/

anusia

Bagian Pengawasan
Produk " ukum Daerah
Kabupaten( Kota, - ) - - 4 ) -
Dokumentasi Dan
Informasi " ukum

Jumlah T{( tal 1 - 2 1 » 1 .1
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b. Berdasarkan Pangkat( Golongan ruang :

Tabel 1., .
"usunan Kepegawa an Berdasarkan Pangkat3G( l( ngan 4uang

Kepala Biro ) - - )

Bagian Perundang-undangan ) )) - ) -

Bagian Bantuan " ukum Dan " ak
Asasi anusia

Bagian Pengawasan Produk " ukum
Daerah Kabupaten( Kota Dan , ) . ) ) -
Dokumentasi Dan Informasi " ukum

Jumlah T{( tal 1 -1 - .1

c. Berdasarkan Pendidikan :

Tabel 1.-.
"usunan Kepegawa an Berdasarkan Pend d kan

Kepala Biro ) - - - - )

Bagian Perundang-
undangan

Bagian Bantuan " ukum
Dan " ak Asasi anusia

Bagian Pengawasan

Produk " ukum Daerah
Kabupaten( Kota Dan , 0 ) ) - ) -
Dokumentasi Dan
Informasi " ukum

Jumlah T{( tal 11 , 0 5 5 6 .1
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d. Berdasarkan %enis Kelamin :

"usunan Kepegawa an Berdasarkan Jen s Kelam n

Informasi " ukum

, - "arana Dan Prasarana.

Kepala Biro - )

Bagian Perundang-undangan / ) -

Bagian Bantuan " ukum Dan " ak Asasi 4 )/
anusia

Bagian Pengawasan Produk " ukum Daerah

Kabupaten( Kota Dan Dokumentasi Dan 3 ) -

Sementara untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut Biro
" ukum SETDA Provinsi Yawa Tengah memiliki sarana dan prasarana
terdiri dari :

"arana dan Prasarana d B r( Hukum " ETDA

). Kendaraan 5Soda / 4 Unit Baik
s Kendaraan 5oda , - Unit Baik
- Komputer /- Unit Baik
/. Taptop : Unit Baik
1. Printer /) Unit Baik
4. 76 D( In Focus / Unit Baik
. Pesawat Televisi 1 Unit Baik
3. esin Ketik anual , Unit Baik
0. Suang Sapat - Suang Baik
) .. | Airphone )) Unit Baik
)) . | Pesawat Telephone , Unit Baik
), Faximile , Unit Baik
) - Kursi Tamu 4 Stel Baik
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. Struktur ; rganisasi.

Struktur organisasi Biro " ukum SETDA Provinsi %awa Tengah
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi %awa Tengah Nomor O Tahun
, . ) 4 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Y%awa Tengah dan Peraturan Gubernur %awa Tengah Nomor : . Tahun
, . ) 3 tentang ; rganisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Yawa Tengah, terdiri dari :
) 9 Kepala Biro " ukum?2
, 9 Bagian Perundang-undangan, membawabhi :
a9 Subbagian Sancangan Peraturan Daerah?2
b9 Subbagian Sancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur2
c9 Subbagian Pengkajian dan Sosialisasi Produk " ukum?2
-9 Bagian Bantuan " ukum dan " ak Asasi anusia, membawahi :
a9 Subbagian Sengketa " ukum dan " ak Asasi anusia2
b9 Subbagian Bantuan " ukum?2
c9 Subbagian Tata Usaha Biro2

n

/9 Bagian Pengawasan Produk " ukum Daerah Kabupaten( Kota,

Dokumentasi dan Informasi " ukum, membawahi :
a9 Subbagian Pengawasan Produk " ukum Daerah Wilayah 12
b9 Subbagian Pengawasan Produk " ukum Daerah Wilayah II2

c9 Subbagian Dokumentasi dan Informasi " ukum.
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Bagan 1.1.
" truktur Organ sas B r( Hukum " ETDA

Kepala Subbagian
Rancangan
Peraturan Daerah
Kepala Subbagian
Rancangan
Peraturan dan
Keputusan
Gubernur
Kepala Subbagian
Pengkajian dan
Sosialisasi Produk
Hukum

Kepala Bagian
Pengawasan Produk
Hukum Daerah
Kab./Kota, Dokumentasi
dan In ormasi Hukum

Kepala Subbagian
Sengketa Hukum
dan Hak Asasi
Manusia

Kepala Subbagian
Bantuan Hukum

Kepala Subbagian
Tata Usaha Biro

Kepala Subbagian
Pengawasan
Produk Hukum
Daerah Wilayah |

Kepala Subbagian
Pengawasan
Produk Hukum
Daerah Wilayah Il

Kepala Subbagian
Dokumentasi dan
In ormasi Hukum
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E. Tujuan8" asaran8" trateg dan Arah Keb jakan.

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Biro " ukum SETDA
Provinsi Yawa Tengah dimaksud, maka Biro " ukum SETDA Provinsi Yawa
Tengah sebagai bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi %awa Tengah
secara umum memiliki tujuan yaitu : "Men ngkatkan E%kt : tas

Manajemen Pemer ntahan Daerah" dengan sasaran sebagai berikut :

) . meningkatnya sinergitas kebijakan daerah dengan strategi
optimalisasi sistem tatakerja penyusunan produk hukum dan
peningkatan kapasitas SD bidang penyusunan produk hukum?2

, . meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah dengan strategi yaitu :

a. optimalisasi sistem tatakerja pengkajian produk hukum daerah
kabupaten(kota dan Peningkatan kapasitas SD bidang
pengkajian produk hukum daerah kabupaten( kota2

b. peningkatan aksesibilitas produk hukum daerah melalui
pengembangan sistem informasi YDI" 2

c. peningkatan pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa
hukum?2

d. ; ptimalisasi pendampingan dan pembinaan implementasi

kabupaten( kota peduli " A

Pencapaian Strategi dimaksud didukung dengan arah kebijakan
sebagai berikut :
) . Penguatan Kelembagaan Sekretariat Daerah?2

, . Penguatan Kapasitas ASN Biro 7ingkup Sekretariat Daerah?2

-. Peningkatan ketercukupan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja
7ingkup Sekretariat Daerah?2

/. Pengembangan %jaring anajemen Pembangunan Daerah, dan

1. Peningkatan sinergi dan efektifitas pembangunan daerah.
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F. Permasalahan Utama yang d hadap .

Adapun permasalahan utama Biro " ukum SETDA Provinsi Yawa
Tengah yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di
bidang hukum di %awa Tengah, secara singkat dapat dirinci sebagai
berikut:

) . Kurang tertibnya dokumen administrasi pemerintahan terkait
penanganan perkara sehingga tidak dapat memenuhi dokumen
pembuktian dengan baik2

, . Keterbatasan personil Biro " ukum SETDA Provinsi %awa Tengah
baik secara kuantitas dan kualitas2

n

-. Sinkronisasi Produk
menyeluruh?2

ukum di tingkat Pusat dan daerah belum

/. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin belum
terjangkau penanganannya secara merata.

G. F( rmat3" stemat ka

Format( Sistematika 7aporan Kinerja Instansi Pemerintah &KjIP9
adalah sebagai berikut :
BAB I PENDA" U7UAN
BABII PESEN6ANAAN KINES Y%A
BAB III AKUNTABI7ITAS KINES %A
BABIA PENUTUP
7A PISAN
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BAB II
PE4 ENCANAAN KINE4JA

A. PerenSanaan " trateg s.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi %awa Tengah
Periode , . ) 3-, . , - mempunyai visi yaitu: enuju %awa Tengah Sejahtera
dan Berdikari Hetep boten Korupsi, boten NgapusiC Aisi ini
dijabarkan dalam empat misi, yaitu:

) 9 embangun masyarakat %awa Tengah yang religious, toleran dan
guyub untuk menjaga NKS5I2

, 9 empercepat Seformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas
sasaran ke Pemerintah Kabupaten( Kota2

-9 emperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan

kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran2dan
/9 enjadikan rakyat %awa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih
berbudaya dan mencintai lingkungan.

Dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah tersebut telah dituangkan ke dalam Sencana Strategis &enstra9
Biro " ukum SETDA Provinsi Yawa Tengah Tahun ,.)3 D,.,- yang
merupakan sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan
dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun
,.)3D,.,-.

Sencana Strategis &enstra9 merupakan dokumen formal dalam
sistem pemerintahan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan
; rganisasi Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada
umumnya dalam jangka waktu 1 8ima9tahun ke depan sesuai dengan
masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
Kualitas Sencana Strategis &Senstra9sangat ditentukan oleh kemampuan
; rganisasi Perangkat Daerah dalam memahami permasalahan dan tugas
pokok dan fungsi serta dipengaruhi pula oleh kemampuan
menerjemahkan sasaran dan program pembangunan SP% D ke dalam
Sencana Strategis HenstraQ

Biro " ukum yang merupakan unit kerja dari Sekretariat Daerah
Provinsi %awa Tengah mempunyai peran yang sangat strategis dalam
pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi
Y%awa Tengah. ; leh karena itu Senstra Biro " ukum menjadi satu
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kesatuan dalam Senstra Sekretariat Daerah &SETDA9 Tahun ,.)3 D

0

Tahun ,.,) Biro " ukum memiliki Sencana Kebijakan Strategis
diantaranya :
) . Deregulasi Produk " ukum Daerah Provinsi melalui Program Penataan
Perundang-undangan.
,. Deregulasi Produk " ukum Daerah Kab(Kota melalui Kegiatan
Pengawasan Produk " ukum Daerah Kab( Kota.

B. "asaran " trateg s Dan Ind kat( r Utama " asaran.

Dalam 5Senstra Sekretariat Daerah &SETDA9 telah ditetapkan
rumusan tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah SETDA9
Tahun, .) 3-, ., -, yaitu :

Guna mencapai hasil yang diharapkan dari tujuan dimaksud, maka
rumusan sasaran yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah S&SETDA9
dalam kurun waktu 1 8ima9tahun ke depan adalah:

) . meningkatnya sinergitas kebijakan daerah2

, . meningkatnya  efektifitas dan  akuntabilitas  penyelenggaraan
pemerintahan daerah2dan

- . meningkatnya kualitas pelayanan administasi umum, dan pembinaan
ASN di lingkungan sekretariat daerah.

Biro " ukum melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka
mencapai tujuan B eningkatkan Efektivitas anajemen Pemerintahan
DaerahCdengan sasaran yang berkaitan adalah :

) . meningkatnya sinergitas kebijakan daerah dengan strategi
optimalisasi sistem tatakerja penyusunan produk hukum dan
peningkatan kapasitas SD bidang penyusunan produk hukum?2

, . meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah dengan strategi yaitu :

a. optimalisasi sistem tatakerja pengkajian produk hukum
kabupaten(kota dan Peningkatan kapasitas SD bidang
pengkajian produk hukum kabupaten( kota2
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b. peningkatan aksesibilitas

pengembangan sistem informasi YDI" 2
c. peningkatan pemberian bantuan hukum dan penanganan
sengketa hukum?2

d. optimalisasi

pedampingan dan pembinaan

kabupaten( kota peduli " A

produk hukum daerah melalui

implementasi

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut agar dapat

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional,

maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolok ukur
untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiap
sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rencana kinerja

pelayanan jangka menengah Biro

sebagai berikut :

n

Tabel , .1.

Ind kat( r " asaran B r( Hukum " ETDA

ukum SETDA Provinsi Y%awa Tengah

Target K nerja
. " asaran Pada
Tujuan " asaran Ind kat(r " asaran Tahun ke 6
»0,0 » 0,1
1 ) - /
eningkatkan eningkatnya Persentase usulan rekomendasi 0- E ).. E
Efektivitas Sinergitas Kebijakan | kebijakan bidang hukum yang
anajemen Daerah terealisasi
Pemerintahan
Daerah eningkatnya . Persentase efektivitas 0) E ) E
Efektifitas dan rekomendasi hasil kajian
Akuntabilitas produk hukum daerah
Penyelenggaraan kabupaten( kota
Pemerintahan
Daerah . Peningkatan persentase produk 0) E ) E
hukum daerah yang
diinformasikan
. Persentase efektivitas 0) E ) E
implementasi kebijakan bidang
hukum
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Tabel, ., .
Ind kat( r K nerja B r( Hukum " ETDA

1

2

/

eningkatnya
Sinergitas
Kebijakan
Daerah.

Persentase
usulan
rekomendasi
kebijakan bidang
hukum yang
terealisasi

Penataan
Peraturan
Perundang-
undangan

. Penyusunan
Sancangan
Produk
" ukum
Daerah

%aimlah
Penyusunan
Saperda
Provinsi Yawa
Tengah

%amlah
Sancangan
Peraturan dan
Keputusan
Gubernur
Y%awa Tengah

. Kajian dan
Sosialisasi
Produk
" ukum
Daerah

%amlah
produk
hukum yang
dikaji

%amlah
produk
hukum yang
disosialisasi

. eningkatnya
Efektifitas dan
Akuntabilitas
Penyelengga-
raan
Pemerintahan
Daerah.

Persentase
efektivitas
rekomendasi
hasil kajian
produk
hukum
daerah
kabupaten(
kota

Peningkatan
Kualitas
Pelaksanaan
Kebijakan
Daerah

Pengawasan
produk hukum
Daerah
kabupaten(
kota

Yaimlah
Sancangan
Produk

" ukum
Daerah
Kabupaten(
Kota Wilayah
I yang dikaji.

01

) 40

%aimlah
Sancangan
Produk

" ukum
Daerah
Kabupaten(
Kota Wilayah
II yang dikaji.

)01

, . Peningkatan

persentase
produk
hukum
daerah yang
diinformasi-
kan

Peningkatan
Kualitas
Pelaksanaan
Kebijakan
Daerah

Pengelolaan
Dokumentasi
dan Informasi
" ukum serta
Perpustakaan
Sekretariat
Daerah

%amlah
produk
hukum yang
didokumen-
tasi.

%amlah
Produk
"ukum yang
diinformasi-
kan.

/1

Penambahan
Yaimlah

Buku( Bahan
Bacaan yang
dikoleksi.
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’ - . / (0] 1
. Persentase Peningkatan ). Penyelengga- | %amlah /3
efektivitas Kualitas raan Bantuan | pemberian
implementasi Pelaksanaan " ukum dan bantuan
kebijakan Kebijakan Sengketa hukum
bidang hukum | Daerah " ukum kepada
masyarakat
tidak mampu.
%amlah V) )1
penanganan
perkara
perdata( TUN
Penanganan 1 4
sengketa
hukum
, . Peningkatan %amlah -1 -1
Pemenuhan Kabupaten( K
Aksi" A ota peduli
dan Aksi PPK | " A

C. Perjanj an K nerja.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar( dokumen yang
berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada
pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program( kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. elalui
perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur
tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya
yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang
dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja
&utcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun
sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga
mencakup kinerja &utcome) yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun
sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

). sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi
amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi,
dan kinerja Aparatur2
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, . menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja
aparatur2

-. sebagai dasar penilaian keberhasilan( kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan
dan sanksi2

/. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,
evaluasi dan supervisi atas perkembangan( kemajuan kinerja
penerima amanah?2

1. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang
efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala
Biro " ukum pada Tahun ,.,) telah melakukan Perjanjian Kinerja
dengan Gubernur Yawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja sesuai
lampiran perjanjian ini.

1

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan Biro " ukum
SETDA Provinsi Y%awa Tengah telah melaksanakan , &ua9 program, ,
&lua9 kegiatan dan 3 &lelapan9 sub kegiatan yang didukung oleh APBD
Provinsi %awa Tengah Tahun Anggaran ,.,) sebesar Sp.,./04.:.:.... ,-
ua milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu
rupiah9dengan komposisi :

) . Anggaran pendukung langsung pencapaian Sasaran Strategis yaitu
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Sakyat sebesar Sp.
,./.-.131.. .. ,- 8ua milyar empat ratus tiga juta lima ratus delapan
puluh delapan ribu rupiah@dan

, . Anggaran pendukung tidak langsung Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah sebesar Sp. O0-.),,....,- 8embilan puluh tiga
juta seratus dua puluh dua ribu rupiah9Q

asing-masing program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam
uraian kegiatan dan sub kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana
tingkat capaian 8argetQ

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara
Tujuan( sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati
antara Kepala Biro " ukum dengan Gubernur pada Tahun , ., ), secara
lengkap tercantum pada 7ampiran ) .
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BAB III
AKUNTABILITA" KINE4JA

A. Capa an K nerja Organ sas .

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun ,..4 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor ,0 Tahun ,.)/ tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan

enteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Seformasi
Birokrasi Nomor 1- Tahun ,.)/ tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata 6ara Seviu Atas 7aporan Kinerja
Instansi Pemerintah &KjIP9 setiap instansi pemerintah wajib menyusun
7aporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan
sumber daya yang digunakannya.

1. Pengukuran K nerja.

Kerangka Pengukuran kinerja di Biro " ukum SETDA Provinsi Yawa
Tengah dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan
Presiden Nomor , O Tahun , .) / tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan enteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Seformasi Birokrasi Nomor 1- Tahun ,.)/
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan
Tata 6ara Seviu Atas 7aporan Kinerja Instansi Pemerintah &KjIPQ
Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya
kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin
rendahnya kinerja, digunakan rumus sebagai berikut :

Capaian InOikator R ali2a2i
Kin rja . Targ t 3 14
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b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya
kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin
tingginya kinerja, digunakan rumus :

Atau

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan

pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala
pengukuran sebagai berikut :

Tabel - .1.
" kala Pengukuran K nerja
Lap( ran K nerja Instans Pemer ntah

) - 7ebih dari) . . E Sangat Tinggi
s - :1D)..E Tinggi
-. 1. D: /E Sedang
/- ,1D/OE Sendah
1. Kurang dari, 1 E Sangat Sendah

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Biro Hukum SETDA Prov. Jat ng
Tahun 2921



, - Capa an Ind kat(r K nerja " asaran.

Pada tahun ,.,), Biro " ukum telah melaksanakan seluruh
program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai
dengan Perjanjian Kinerja Kepala Biro " ukum SETDA Provinsi Yawa
Tengah Tahun ,.,) dan Sencana Strategis Biro " ukum Setda
Provinsi Y%awa Tengah, sasaran strategis yang harus diwujudkan pada
tahun ini, yaitu :

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis tersebut dengan indikator
yaitu Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang
terealisasi. Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis
dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel - ., .
Capa an K nerja Pada " asaran " trateg s

1 ’ - . / 0 1 7 2

) . | Persentase usulan prosentase ) .. o, ) .. ). 3. 0/ ).4,-3
rekomendasi
kebijakan bidang
hukum yang
terealisasi

Secara umum capaian indikator pada sasaran Men ngkatnya
" nerg tas Keb jakan Daerah tercapai sebesar ).3.:. E &eratus
delapan koma tujuh puluh persen9 atau kategori B angat Ba k”.
Perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan antara
realisasi yaitu sebesar ) . . E dan target sebesar O, E.
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Sealisasi dimaksud diperoleh dengan rumusan %umlah
rancangan produk hukum yang diproses penetapannya dibagi jumlah
rancangan produk hukum yang dihasilkan dikali) . . E.

Pencapaian yang melebihi target didukung oleh Program
Pemerintahan Dan Kesejahteraan Sakyat melalui Kegiatan Koordinasi
Penyusunan Kebijakan Daerah pada Sub Kegiatan Fasilitasi
Penyusunan Produk " ukum Daerah, dengan indikator kinerja :

a. Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang
terealisasi dengan capaian ) .. E yang meliputi indikator %amlah
Penyusunan Saperda Provinsi Y%awa Tengah tercapai ), Saperda
dari yang ditargetkan ), Saperda, %axmlah Sancangan Peraturan
dan Keputusan Gubernur %awa Tengah tercapai 4., produk
hukum daerah dari yang ditargetkan - 1. Produk hukum daerah,

b. Persentase efektifitas produk hukum daerah dengan realisasi
) .. E yang meliputi Yaxmlah produk hukum yang dikaji tercapai
), dokumen dari yang ditargetkan ), dokumen serta %imlah
produk hukum yang disosialisasi tercapai / produk hukum daerah
dari yang ditargetkan / produk hukum daerah.

Tabel - .- .
4aperda Yang D susun Tahun, O, 1

1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nemor 7 Tahun 2014 tentang
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Pravinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak

3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 -2023

4. Perubahan Bentuk Hukum PT JAMKRIDA

5. Perubahan Atas Peraturan Daerah Pravinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Pengelclaan Air Tanzh

6. QOrganisasi Kemasyarakatan

7. Rencana Perlincdungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perubahan Bentuk Hukum PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah Menjadi Perusahaan
Perseroan Daerah

9, Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

10. Perubahan Atas Peraturan Daerah Pravinsi Jawa Tengah Namor 7 Tahun 20110 tentang
Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah

11. PD. Citra Mandiri Jawa Tengzh

12. Penyclenggaraan Pesantren di lawa Tengah
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Diharapkan dengan adanya pengkajian produk hukum daerah
serta penyusunan produk hukum daerah, sesuai dengan kaidah
pembentukan perundang-undangan, maka dapat tersusun rancangan
produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, kepentingan

umum dan kesusilaan. Pencapaian indikator sasaran tersebut
menggunakan anggaran senilai Sp. :00.,34.-..,- dari alokasi
anggaran senilai 5p. 3. ... /O.. .. ,- terdapat efisiensi sebesar . ,) . E.

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis tersebut meliputi - 8iga9
indikator yaitu :
a. persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum

daerah kabupaten( kota2

b. peningkatan

persentase

diinformasikan2dan
c. persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum.

produk

hukum

daerah

yang

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis dimaksud
maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel - .. .

Capa an K nerja Pada " asaran " trateg s

2

Persentase
efektivitas
rekomendasi hasil
kajian produk
hukum daerah
kabupaten( kota

prosentase ) ..

AN

Peningkatan
persentase produk
hukum daerah
yang
diinformasikan

prosentase ) ..

Persentase
efektivitas
implementasi
kebijakan bidang
hukum

prosentase ) ..

Prosentase Capaian Sasaran Strategis

107810

100.- 7
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Secara umum capaian indikator pada sasaran Men ngkatnya
E%®kt 9tas dan Akuntab 1l tas Penyelenggaraan Pemer ntahan
Daerah tercapai sebesar ) . 3.: . E &eratus delapan koma tujuh puluh
persen9atau kategori B angat T ngg ”. Perhitungan tersebut diperoleh
dengan membandingkan antara rata-rata realisasi yaitu sebesar ) .. E
dan rata rata target sebesar O, E .

Untuk persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk
hukum daerah kabupaten(kota tercapai )..E dari target O, E.
Sealisasi diperoleh dari rumusan Bamlah rekomendasi yang
ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi yang dihasilkan dikali
)..EC

Pencapaian yang melebihi target didukung oleh Program
Pemerintahan Dan Kesejahteraan Sakyat melalui Kegiatan Koordinasi
Penyusunan Kebijakan Daerah pada Sub Kegiatan Evaluasi Produk
" ukum Daerah Kabupaten( Kota yang meliputi indikator yaitu, jumlah
Sancangan Produk " ukum Daerah Kabupaten( Kota Wilayah I yang
dikaji tercapai ) 40 produk hukum daerah dari target yang ditetapkan
sejumlah )-, produk hukum daerah, serta %umlah Sancangan
Produk " ukum Daerah Kabupaten(Kota Wilayah II yang dikaji
tercapai ) 01 produk hukum daerah dari target yang ditetapkan
sejumlah ), 3 produk hukum daerah. Diharapkan dengan adanya
pengawasan produk hukum daerah kabupaten(kota dapat tersusun
rancangan produk hukum daerah Kabupaten(Kota yang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi tingkatannya, kepentingan umum dan kesusilaan. Pencapaian
indikator sasaran tersebut menggunakan anggaran senilai
Sp. -:)..:.....,- dari alokasi anggaran senilai Sp. -:).-,,....,-
terdapat efisiensi anggaran sebesar . ,. : E.

Sealisasi indikator sasaran peningkatan persentase produk
hukum daerah yang diinformasikan teralisasi sebesar )..E dengan
ketercapaian sebesar ). 3,:. E dari target O, E. Sealisasi diperoleh
dengan rumusan Persentase Produk " ukum yang diinformasikan
sampai tahun ini dikurangi Persentase Produk " ukum yang
diinformasikan sampai tahun laluC

Pencapaian yang melebihi target karena didukung oleh kegiatan
Pengelolaan %DI" Serta Perpustakaan SETDA dengan hasil capaian
meliputi, jumlah produk hukum yang didokumentasi tercapai O.
dokumen dari target yang ditetapkan sejumlah 0. dokumen, jumlah
produk hukum yang diinformasikan tercapai :. dokumen dari yang
ditargetkan sejumlah :. dokumen serta Penambahan %amlah Buku (
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Bahan Bacaan yang dikoleksi tercapai 4. buku dari yang target yang
ditetapkan sejumlah 4. buku. Diharapkan dengan adanya
pendokumentasian dan informasi produk hukum, maka akan
mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi terkait
produk hukum khususnya produk hukum Provinsi Yawa Tengah serta
tersampaikannya produk hukum daerah Provinsi dalam rangka
memenuhi ketentuan penyebarluasan produk hukum daerah
sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor ), Tahun ,.))
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pencapaian
indikator sasaran tersebut menggunakan anggaran senilai
Sp. ,:0.331.)..,- dari alokasi anggaran senilai Sp. ,3../::....,-
terdapat efisiensi sebesar . ,, ) E.

Salah satu penghargaan yang diperoleh Pemerintah Provinsi
%wa Tengah berkaitan dengan kegiatan dimaksud yaitu sebagai
Anggota %aringan Dokumentasi dan Informasi " ukum Nasional
Terbaik II Tahun , . ,) Kategori Pemerintah Provinsi.

Gambar - .1.
Pener maan Penghargaan Angg( ta Jar ngan D( kumentas dan In4 rmas Hukum Nas ( nal
Terba k II Tahun , O, 1 Kateg(r Pemer ntah Pr(: ns

Sealisasi Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang
hukum terealisasi sebesar ) .. E dengan tingkat ketercapaian sebesar
) . 3,: . E dari target O, E. Sealisasi diperoleh dengan rumusan Berata
ketercapaian target pelaksanaaan kebijakan bidang hukum.C

Pencapaian yang melebihi target karena didukung oleh Sub
Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian asalah " ukum dengan indikator
meliputi, %amlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat
tidak mampu tercapai ,.. perkara sesuai dengan target yang
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direncanakan sejumlah ,.. perkara §): perkara perdata dan 3-
perkara pidana9 %imlah penanganan perkara perdata( TUN tercapai
) 1 Perkara & perkara Perdata dan 4 perkara TUN9dari target yang
ditetapkan sejumlah ) 1 Perkara.

Tabel - ./.
Lembaga Bantuan Hukum Yang Bekerjasama Dengan
Pemer ntah Pr(: ns Jawa Tengah

7embaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan " ukum Islam &PKB" I9
Fakultas SyariBh dan " ukum Universitas Islam Negeri 8JIN9 Walisongo
SE AS5ANG.
7embaga Konsultasi Dan Bantuan
agelang &KB" -U 9 AGET7ANG.
7embaga Bantuan " ukum &B" 9Wahana 617A6 AP.
Pusat Advokasi " ak Asasi anusia A" A 9%ateng SUSAKASTA.
ajelis " ukum Dan " ak Asasi anusia PW Q@isyiyah %awa Tengah
SUK; " A5% .
Hayasan Atma SUSAKASTA.
7embaga Bantuan " ukum &B" 9Perisai Kebenaran PUSW; KEST; .
7embaga Bantuan " ukum &B" 9Putra Nusantara KENDA?7.
7embaga Konsultasi Dan Bantuan " ukum Universitas Sain All uran
8INSIJ9W; N; S; B; .
Pos Bantuan " ukum Advokat Indonesia &; SBAKU ADIN9 Kabupaten
KUDUS.
7embaga Konsultasi Dan Bantuan " ukum &KB" 9%EPASA.
Hayasan 7embaga Bantuan " ukum &7B" 9 Sultan Ageng PUSW; DADI
G5; B; GAN.
7embaga Bantuan " ukum Sakti PUSW; S5E% .
Hayasan 7embaga Bantuan " ukum &7B" 9Satria Tegowanu PUSW; DADI
G5; B; GAN.
Perkumpulan 7embaga Bantuan " ukum BANYASNEGASA.
7embaga Bantuan " ukum Kamilia DE AK.
Biro Konsultasi dan Bantuan " ukum Fakultas " ukum Universitas
SE AS5ANG.
Pusat Bantuan " ukum Dewan Pimpinan 6abang Perhimpunan Advokasi
Indonesia &B" -DP6-PESADI9SE ASANG.
7B" DE AK Saya.
Hayasan 7embaga Bantuan " ukum Abdul Ghofur and Patners YEPASA.
7embaga Pemberdayaan Perempuan Sekar %epara &PP Sekar “EPASAQ
Hayasan 7embaga Bantuan " ukum Satu Adil SE A5ANG.
Hayasan 7embaga Bantuan " ukum Indonesia 7embaga Bantuan
&7B" 1 D/B" 9SE ASANG.
7embaga Bantuan " ukum TE ANGGUNG.
7embaga Bantuan " ukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan
SE AS5ANG.
7embaga Bantuan " ukum Surya Kusuma DE AK.

"ukum Universitas uhammadiyah

" ukum
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7embaga Bantuan " ukum KUDUS.

ajelis " ukum " A

SUSAKASTA.

Tabel - .0.

dan Kajian Kebijakan Publik

uhammadiyah

Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara A'UNBTahun, O, 1

).

No. ) 01( Pdt.G(, ., . (PN.Plg

Terkait dengan Perbuatan elawan
" ukum Tenaga Kerja.

No. 1, /(Pdt.G(, ., . (PN. Smg
Terkait Perbuatan elawan " ukum
& "9 pemasangan papan
kepemilikan dan  tidak patuh
terhadap putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara yang telah

berkekuatan " ukum tetap ((nkracht)

No. - 3- (Pdt.G(, ., . (PN.Smg
Terkait dengan Perbuatan elawan
"ukum & " 9 terhadap Pemutusan
Kontrak.

No., /41(K(Pdt(, ., . %.

No. ) :: (Pdt.G( , .) 3(PN. Kln.

Terkait dengan Peninjauan Kembali
Tanah Khas Desa.

No. 31(G(, ., . (PTUN.Smg
Terkait surat Pengumuman hasil
seleksi kompetensi dasar dan

peserta yang dinyatakan tidak
memenuhi syarat dalam
penerimaan 6 PNS tahun , .) O a.n.

uhammad Baihali kepada Pj.
Sekretaris Daerah Provinsi %awa
Tengah.

No. -4(G(,.,) (PTUN.S G

Terkait dengan pemberhentian

Direktur ; perasional Dan Digital
-BANKING Bank %ateng.

No.))-(B(,.,) (PT.TUN. Sby %.
31(G(, ., . (PTUN. Smg
Terkait dengan Banding
Pengumuman hasil seleksi
kompetensi dasar dan peserta
yang dinyatakan tidak memenuhi
syarat dalam penerimaan 6PNS
tahun ,.)0 a.n. uhammad
Baihali kepada Pj. Sekretaris
Daerah Provinsi %awa Tengah

surat

No. 43( G( PU(, ., ) (PTUN.Smg
Terkait dengan gugatan warga
desa terhadap Bendungan Bener,
Purworejo.
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NO PE4DATA TUN

1. No. ), (Pdt.G(, ., ) ( PN.Slw. No. 3. (G(, ., ) (PTUN.Smg
Terkait dengan Perbuatan elawan Terkait dengan SK Kepala DPU
"ukum atas sebidang tanah bekas Bina arga dan 6ipta Karya
Waduk yang digugat oleh Hayasan Provinsi %awa Tengah Nomor
Darul Khasanah Tegal .,:(-,.0 tanggal ). %uini ,.,)

tentang sanksi daftar hitam
kepada Penggugat & A. SanfrancoQ

4. , /(Pdt.G(, .,) ( PN.%pa. No. : /) K(TUN(, .,) .Sby
Terkait dengan Perbuatan melawan Terkait surat pengumuman hasil
"ukum atas sebidang tanah Sdri. seleksi kompetensi dasar dan
Sriwulan yang digunakan oleh PT. peserta yang dinyatakan tidak

P7N Persero Unit Induk memenuhi syarat dalam

Pembangkitan &JIP9 Tanjung %ati penerimaan 6PNS Tahun ,.) O an.

Barang %epara uhammad Baihali kepada Pj.
Sekretaris Daerah Provinsi Y%awa
Tengah.

No. - 4- (Pdt.G(, ., ) (PN.Smg

Terkait dengan Permuatan elawan
"ukum & " 9 terhadap penetapan
pemenang lelang pengadaan jalur
B5T Trans Y%ateng Koridor IA
Semarang-Gubug.

3. No. /1, (Pdt.G(, .,) (PN.Smg
terkait dengan perbuatan melawan
hukum terhadap Pj. SEKDA Prov
YATENG Selaku Ketua Tim Terpadu

Penanganan Dampak Sosial
Kemasyarakatan dalam rangka
penyediaan tanah untuk

Pembangunan Nasional %alur Ganda
Solo Semarang Fase I &olo Balapan
Kadipuro9Kota Surakarta.

0. No. 11( Pdt.G(, ., ) ( PN.Srg
Terkait dengan Perbuatan elawan
"ukum & " 9terhadap tanah milik
Dinas PUSDATASU Provinsi Yawa
Tengah

Diharapkan dengan adanya pemberian bantuan hukum kepada
masyarakat tidak mampu dapat memenuhi hak persamaan
kedudukan dalam hukum bagi masyarakat tidak mampu yang sedang
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menghadapi permasalahan hukum. Selain itu dengan adanya
penanganan sengketa hukum serta perkara perdata( TUN secara baik
dan sesuai dengan kaidah perundang-undangan kedepannya
diharapkan tidak menimbulkan permasalahan hukum. Pencapaian
indikator sasaran tersebut menggunakan anggaran senilai
Sp. 403.0) 3.1. . ,- dari alokasi anggaran senilai Sp. 400.-,0.. .. ,-
terdapat efisiensi sebesar . ,. 4E.

Untuk pelaksanaan Aksi " A Daerah maka telah dilaksanakan
kegiatan Kabupaten(kota peduli "A dan tercapai sejumlah -1
Kabupaten( Kota sesuai dengan target yang direncanakan sejumlah - 1
Kabupaten( Kota, Penanganan sengketa hukum tercapai sesuai
dengan target yang ditetapkan sejumlah penyelesaian sengketa 4 aset
yaitu :

) . Aset Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. %ateng &elabuhan
Perikanan Pantai Asemdoyong Kabupaten Pemalang®

, . Aset Dinas Sosial Prov. %ateng &anti Pelayanan Sosial Disabilitas

ental Samekto Karti Kabupaten Pekalongan®

-. Aset Dinas Sosial Prov. %ateng &esa Bandengan Kabupaten
Yepara®@

/. Aset Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. %ateng &elabuhan
Perikanan Pantai 7ohgending Kabupaten Kebumen®

1. Aset Dinas Sosial Prov. %ateng &esa Panjangbaru Kota
Pekalongan®

4. Aset Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. %ateng &esa
Tragung Kabupaten Batang9

yang didukung melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian asalah
Non 7itigasi dan " A dengan anggaran sebesar Sp. ,1,.)),....,-
dari alokasi anggaran senilai 5p. ,1,./.3....,- terdapat efisiensi
sebesar . ) , E

Apab la d band ngkan dengan Tahun , 0, O, kinerja Tahun, ., )
pada indikator Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang
hukum yang terealisasi, Persentase efektivitas rekomendasi hasil
kajian produk hukum daerah kabupaten( kota, Peningkatan
persentase produk hukum daerah yang diinformasikan serta
Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum sama
tercapai sebesar ) . . E &eratus persen9
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Untuk Capa an k nerja Tahun ,0, 1 pada sasaran strateg s
apab la d band ngkan dengan target jangka menengah yang telah
ditetapkan dalam perencanaan strategis Biro " ukum Setda Provinsi
Y%awa Tengah telah tercapai ). 3,:. E &eratus delapan koma tujuh
puluh persen9 ini berarti telah melampaui target sebesar ) 4,:.E
&nam belas koma tujuuh puluh persen9 yang dipengaruhi oleh
tercapainya semua indikator pada realisasi) . . E &eratus persenQ

Berdasarkan 4KPD Biro " ukum SETDA Provinsi Yawa Tengah
Program( kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran
sesungguhnya  tidak  terlepas dari dilaksanakan  Program
Pemerintahan Dan Kesejahteraan Sakyat dengan Kegiatan Koordinasi

Penyusunan Kebijakan Daerah dengan sub kegiatan antara lain
adalah :

) . Fasilitasi Penyusunan Produk " ukum Daerah?2

, . Pendokumentasian Produk " ukum Dan Naskah " ukum 7ainnya2
- . Evaluasi Produk " ukum Daerah Kabupaten( Kota2

/. Fasilitasi Penyelesaian asalah " ukum?2

1. Fasilitasi Penyelesaian asalah Non 7itigasi dan " A

Hambatan dan kendala dalam pencapaian Sasaran Strategis
diantaranya adalah sebagai berikut :

) . Kurang tertibnya dokumen administrasi pemerintahan terkait
penanganan perkara sehingga tidak dapat memenuhi dokumen
pembuktian dengan baik2

, . Keterbatasan personil Biro " ukum SETDA Provinsi %awa Tengah
baik secara kuantitas dan kualitas?2

n

-. Sinkronisasi Produk
menyeluruh?2
/. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin belum

ukum di tingkat Pusat dan daerah belum

terjangkau penanganannya secara merata.

Alternat 9s(lus untuk hambatan dan kendala :

) . Dilaksanakan koordinasi dengan ; PD terkait untuk kesiapan SD
yang akan ikut serta dalam penanganan perkara dan kesiapan
dokumen dokumen pendukung?

, . Pengajuan usulan penambahan personil Biro " ukum SETDA
Provinsi %awa Tengah dan usulan keikutsertaan dalam bimbingan
teknis dan pelatihan kepada ; PD yang membidangi kepegawaian
dan peningkatan SD

-. Akan diupayakan adanya single data produk hukum di tingkat
Provinsi dan Kabupaten( Kota.
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/. Penyebarluasan informasi program pemberian bantuan hukum
kepada masyarakat miskin baik kepada 7B" yang telah
terakreditasi maupun penduduk %awa Tengah yang sedang
berhadapan dengan permasalahan hukum.

B. 4eal sas Anggaran.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Biro " ukum SETDA Provinsi Yawa Tengah pada Tahun Anggaran ,.,),
didukung dengan Anggaran sebesar Sp. 4p. ,..20.101.0008%6 Dua
milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu
rupiah9 anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah S\PBDO9 Provinsi %awa Tengah Tahun Anggaran ,.,),
secara ringkas komposisi penggunaannya sebagai berikut:
1. Belanja Barang dan %asa, sebesar Sp.,./3..:.:.... ,-
, . Belanja odal, sebesar 5p. ) 4.4...... )

n

Anggaran untuk mendukung penSapa an "asaran adalah
sebesar 4p. , .. 2-.012.0008% ua milyar empat ratus sembilan puluh
tiga juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah9 atau
00,33E 8Sembilan puluh sembilan koma delapan puluh delapan persen9
dari total pagu sebesar 4p. , .. 20.101.00086 Dua milyar empat ratus
sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah9 dengan tingkat
realisasi sebagai berikut :

1 5 - o / 0 1 7

) . Penyediaan Yasa ), ./41.. .. ) - - ) .- . ), ./41.. .. ) ..
Surat enyurat.

Sapat-rapat 1-34: ... ) - - ) .- . =34 ... ) ..
Koordinasi Dan
Konsultasi ke 7uar
Daerah

Penyediaan akanan 4.:0..... ) - - ) .- . 4..:1.... 30,/:
dan inuman

/. Fasilitasi Penyusunan 3..../0.... ) - - ) .- . :00.,34.-.. 00,0.
Produk " ukum
Daerah

1. Pendokumentasian , 30/ ) .- ) .- . ,:0.331)) .. 00,: 0
Produk " ukumdan
Naskah " ukum
7ainnya

4. Evaluasi Produk L ) .- ) .- . i) 00,0-
" ukum Daerah
Kabupaten( Kota
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1

Fasilitasi Penyelesaian
asalah " ukum

403.0) 3.1. .

00,0/

dan" A

3. Fasilitasi Penyelesaian
asalah Non 7itigasi

J1,)),

00,33

TOTAL

, .. 20.101.000

100

100

-...2.01..100

2220

Penggunaan

anggaran

tersebut

apabila

mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

g ¢

8 ¢

& ¢

8/(

diperinci

8¢

eningkatnya
Kebijakan Daerah

Pemerintahan
Dan

Sinergitas

eningkatnya Efektifitas dan

Akuntabilitas
Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Kesejahteraan
Sakyat

,./.-.131....

AR

00,0.

Pendukung Pr( gram ¢

Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

00,4-

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun , .

dibandingkan Tahun , .

sembilan koma sembilan puluh persen9

dalam

,), apabila

,) sama yaitu sebesar 00,0. E &embilan puluh
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BAB I
PENUTUP

A. Kes mpulan

Berdasarkan pengukuran kinerja sebagaimana pada Bab III,
dapat disimpulkan bahwa kinerja Biro " ukum pada tahun anggaran
,.,) melebihi target yang telah ditetapkan sebesar ). 3,:.E 8elah
dicapai dengan kategori C' angat T ngg .

Ketercapaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Biro
"ukum dengan kategori C'angat T ngg ” disebabkan adanya beberapa
keberhasilan dalam menciptakan inovasi-inovasi baru yang dapat
menunjang tugas pokok dan fungsi Biro " ukum, diantaranya :

1. embangun aplikasi Elektronik Produk " ukum Daerah &-P" D9
sebagai sarana mempermudah dan mempercepat dalam melakukan
proses penyusunan produk-produk hukum daerah.

, . Pengembangan website resmi Biro " ukum Sekretariat Daerah Provinsi
Y%awa Tengah &ttps:( ( birohukum.jatengprov.go.id9 dan website
Y%aringan Dokumentasi Dan Informasi " ukum Biro " ukum
&ittps:( (jdih.jatengprov.go.id9 yang digunakan sebagai sarana untuk
meningkatkan pelayanan informasi di bidang hukum dan penyediaan
dokumentasi produk hukum bagi aparatur pemerintah dan
masyarakat.

-. eningkatkan jumlah 7embaga Bantuan " ukum di %awa Tengah dan
jumlah perkara yang ditangani dalam rangka kerjasama pemberian
bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat Y%awa Tengah yang
tidak mampu( miskin dalam kasus pidana dan perdata yang sedang
beracara di Badan Peradilan.

Apabila disandingkan dengan perencanaan strategis, target
kinerja yang dicapai melebihi sehingga dapat dipastikan bahwa target
pencapaian selama 1 tahun dapat tercapai. Namun untuk menyesuaikan
kinerja Biro " ukum perlu dilakukan penyesuaian target tahun , ., -
&arena target tahun , . , - sudah terlampaui lebih dari) .. EQ
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B. 4ek( mendas

Dengan semakin kompleksnya permasalahan dan kendala-
kendala hukum yang kemungkinan ditemui kedepan, maka rekomendasi
Biro " ukum SETDA Provinsi Yawa Tengah sebagai berikut :

) . ; PD melaksanakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan,
sebagai antisipasi apabila terjadi kasus sengketa hukum atau perkara
Tata Usaha Negara dapat memenuhi dokumen pembuktian dengan
baik?2

, . Bagian " ukum Kabupaten( Kota agar dapat melakukan koordinasi
secara intensif, baik kepada DPSD Kabupaten(Kota dan ; PD
Kabupaten( Kota Teknis terkait, sehingga pelaksanaan fasilitasi dan
evaluasi produk hukum daerah Kabupaten(Kota, serta proses
pemberian Nomor Segister dapat berjalan baik dan tepat waktu?2

- . Sinkronisasi Produk " ukum di tingkat Pusat dan Daerah agar dapat
dilakukan secara menyeluruh?

/. Perlu dibangun single data produk hukum Provinsi dan Kabupaten(
Kota2

1. Perlunya legalitas 7embaga Bantuan " ukum yang terakreditasi di
setiap kabupaten(kota di %awa Tengah agar pemberian bantuan
hukum kepada masyarakat miskin dapat terjangkau penanganannya
secara adil dan merata.

4. Diperlukannya sinergitas ; PD dan Instansi terkait dalam upaya
peningkatan SD Biro " ukum dalam bentuk Pendidikan dan
Pelatihan.

n
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

JI. Pahlawan No. 9 Telp. 83111 4 (20 Saluran) ( a). 8311266
Semarang — . 0243

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama : IWANUDDIN IS ANDAR, SH, M.Hum
Yabatan . epala Biro Hukum SETDA Provinsi Yawa Tengah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUMARNO, SE, MM
Yabatan . Sekretaris Daerah Provinsi Yawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka men, apai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen peren, anaan.
eberhasilan dan kegagalan pen, apaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap ,apaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang , -. -/

== Pihak edua
ERETARIS DAERAH PROOINSI O HU/ UM

DAR, SH, M.Hum
Pembina ‘Utama Muda
NIP./23//-.3/224.7/] ..7




PERYAN%AN INERYA PERUBAHAN TAHUN -. -/
BIRO HU UM SETDA PROOINSI YAWA TEN1 AH

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
Tujuan :
Meningkatkan Efektivitas Manajemen | Persentase ebijakan yang Efektif 8-9
Pemerintahan Daerah
Sasaran :
/. Meningkatnya Sinergitas ebijakan | Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum 2-9
Daerah yang terealisasi
- Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas | - ./ . Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk 2-9
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah hukum daerah kabupaten:kota
- .-. Peningkatan persentase produk hukum daerah yang 2-9
diinformasikan
-.7. Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang 2-9

hukum




Program Anggaran eterangan

Program Pemerintahan Dan esejahteraan Rakyat Rp.-.5.7.484.. .. - APBD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 27./--....- APBD
Semarang, -. -
SE RETARIS DAERAH PROOINSI EPALA BIRO HU UM

YAWA TEN1 AH

SUMARNO, SE, MM WANUDDIN IS ANDAR, SH, M.Hum
.0\ Pembina Utama Muda Pembina Utama Muda
\}}“{T.;‘P./23..4/5/22-.- [ .. NIP./23//-.31224.7/ ..7




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH |

JI. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266
Semarang — 50243 i

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan f'
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di |

bawah ini:
Nama  : IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum
Jabatan . Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah f

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H. M.Soc.Sc
Jabatan . Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadl
tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan |
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang , 27 Januart 2021

Pihak Perte

Pihak Kedua

NDAR, SH, M.Hum

Dr. PRASETY WO, SH. M.Soc.Sc  IWANUDDINISKA

S PembinaUtama Madya Pembina Utama Muda

NIP""’I‘QB11115 198603 1 010 NIP. 19711207 199503 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
Tujuan :
Meningkatkan Efektivitas  Manajemen | Persentase Kebijakan yang Efektif 82%
Pemerintahan Daerah
Sasaran :
Meningkatnya Sinergitas Kebijakan | Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum 92%
Daerah yang terealisasi
2 Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas | 2.1. Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk 92%
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah hukum daerah kabupaten/kota
2.2. Peningkatan persentase produk hukum daerah yang 92%
diinformasikan
2.3. Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang 92%
hukum




1.

Program

Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

P} SF;KRETAR, S DAERAH PROVINS|

NIP. 19611115 198603 1 010

Anggaran Keterangan
Rp. 3.995.000.000,- APBD
Rp. 245.000.000,- APBD
Semarang, 27 )anuesr 2021

Pembl a Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003







